BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 387 /KEP/412.013/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DAN ADMIN PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Menimbang :

Mengingat :

a.

KABUPATEN BOJONEGORO
BUPATI BOJONEGORO,

bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (1)
dan (2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada
pokoknya dinyatakan Pemerintah Daerah perlu
membentuk Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan
Publik dan Admin Pengelola Pengaduan Pelayanan
Publik Kabupaten Bojonegoro;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publiik

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;



Menetapkan :

10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

R

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Satu Data
Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020
tentang Rood Map Pedoman Sistem Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2
Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Pengaduan
Pelayanan Publik dan Admin Pengelola Pengaduan
Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

S

: Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dan Admin

Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kabupaten
Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dan Admin
Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kabupaten
Bojonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri dari:

a. Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik; dan

b. Admin Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik.

: Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:

a. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan
pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro;

b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis
dalam penyelenggaraan pengaduan pelayanan publik di
Kabupaten Bojonegoro;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas tindak
lanjut Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada
Perangkat Daerah dan/atau BUMD;

d. melakukan analisa atas pelaporan hasil evaluasi atas
tindak lanjut pengelolaan pengaduan pelayanan publik
pada Perangkat Daerah dan/atau BUMD; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
Bojonegoro.

: Admin Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:

a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan
oleh Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional — Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (SP4N-LAPOR) dilevel nasional untuk
ditindaklanjuti;

b. menyalurkan pengaduan kepada Pengelola Pengaduan
pada organisasi penyelenggara/Perangkat Daerah atau
Pejabat di Lingkungan masing masing berdasarkan
kategori pengaduan;

c. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara
berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang
diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian
terhadap pengaduan; dan
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d. menyalurkan pengaduan kepada Koordinator Pengelola
Pengaduan Nasional, Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), untuk
diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang
diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
KELIMA : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dan Admin
Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kabupaten
Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
telah melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 7 Juli

2021.
KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Ykiober 2621
BUPATI BOJONEGORO,
Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan ANNA MU’AWANAH
kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab, Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/38¥KEP/412.013/2021
TANGGAL : 18 OKTOBER 2021

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

DAN ADMIN PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BOJONEGORO

A. Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

JABATAN DALAM

NO — JABATAN DALAM KEDINASAN
1 2 3
1. | Pembina Bupati Bojonegoro.
2. | Pengarah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bojonegoro.
3. | Ketua Pelaksana Asisten Administrasi Umum.
4. | Wakil Ketua Pelaksana | 1. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat; dan
2. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan.
5. | Sekretaris merangkap |Kepala Dinas Komunikasi dan
Anggota Informatika Kabupaten Bojonegoro.
6. | Anggota: 1. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;

2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Bojonegoro;

3. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bojonegoro;

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bojonegoro;

5. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah  Kabupaten
Bojonegoro;

6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bojonegoro;

7. Kepala Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bojonegoro;

8. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bojonegoro;




NO

JABATAN DALAM
TIM

JABATAN DALAM KEDINASAN

3

10.

11,

Kepala Bagian  Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bojonegoro ;

Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik
pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro;

dan
Kepala Bidang Layanan
e-Government pada Dinas

Komunikasi dan Informatika.

B. Admin Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

JABATAN
JABATAN
NO NAMA/Alamat email DALAM
DALAM TIM
KEDINASAN
1 2 3 4
1. | Admin PUGUH EKO YULIARSA, SE. | Pelaksana pada

Koordinator puguhexo@gmail.com Inspektorat

WBS Kabupaten
Bojonegoro.

2. | Admin AYU RATIH PUSPOSARI Staf pada Bidang

Koordinator puspoayu@gmail.com Pengelola

SIAP - LAPOR Informasi dan
Komunikasi
Publik pada
Dinas
Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten
Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

A —

ANNA MU’ AWANAH




